
GUBERNIm. LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : 5 TAHUN 2016
 

TENTANG
 

PEDOMAN PENYELE:fGGARAAN SlSTEM PENGADAAN BARANG/JASA
 
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK IBPSE)
 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAllrIPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

GUBERNUR LAllrIPUl'fG, 

'Menimbang a.	 bahwa sehubungan dengan te1ah ditetapkan Peraturan 
Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pe1aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara 
Elektronik, untuk me1aksanakan Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/sJasa 
Pemerintah, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu 
ditinjau kembali; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar 
peIaksanaannya dapat berjalan 1ancar, tertib dan 
terkoordinir perlu menetapkan kembali Peraturan 
Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara 
E1ektronik dengan Peraturan Gubernur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 

2.	 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001; 

3.	 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahart Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

5.	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi E1ektronik; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nemer 27 tahun 2014; 



7.	 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

8.	 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun; 

9.	 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang 
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di 
Indonesia; 

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 
e-Government; 

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; 

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 13/M.PAN/12003 tentang Pedoman Umum 
Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

14.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah dill bah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tah II n 20 11; 

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Uasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barangy.Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
E-Tendering; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 
Lampung; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain 
sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 5 Tahun 2014; 

Memperhatikan	 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2014 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
DPRD Provinsi Lampung. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGADAAN BARANG/ JASA 
PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (SPSE) Dl 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNO. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Lampung. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah, 

3.	 Gubemur adalah Gubemur Lampung. 

4.	 Kabupaterr/Kota adalah Kabupaterr/Kota di Provinsi Lampung. 

5.	 Pemerintah Kabupateri/Kota adalah Pemerintah Kabupaterr/Kota di Provinsi 
Lampung. 

6.	 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung selanjutnya 
disebut LPSE Provinsi Lampung adalah bagian Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik di Biro Administrasi Pembangunan sebagai PengeIola Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik. 

7.	 Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah 
aplikasi yang dikembangkan oleh Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik. 

8.	 Sistem Inforrnasi Rencana Umum Pengadaan selanjutnya disingkat SIRUP 
adalah aplikasi yang dikernbangkan LKPP yang menyajikan data tentang 
Rencana Umum Pengadaan. 

9.	 Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah bagian dari 
perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif 
pengadaan barang/jasa Pemerintah. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung. 

12. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA adalah pejabat pernegang 
kewenangan penggunaan anggaran SKPD untuk melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

13. Kuasa Pengguna An[,garan selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang 
ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau 
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 

14. Pejabat Pembuat Koiaitmen selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/uasa 

15. Pokja ULP adalah tim yang dibentuk oleh ULP untuk melaksanakan 
pemilihan penyedia barang/jasa. 

16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang yang ditunjuk untuk 
melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan 
E-Pruchasing. 

17. Penyedia Barang/.Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang 
menyediakan barangjpekeIjaan konstruksij jasa konsultanjjasa lainnya. 

18. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APlP adalah 
aparat pengawas internal Pemerintah Daerah atau pengawas internal 
pada institusi lain yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi 
SPSE. 



.'
 

19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya discbut ASN adalah Profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kcrja yang 
bekeIja pada Instansi Pemerintah, diangkat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian, diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemcrintahan scrta digaji 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

20. Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Seeara Elektronik ie-Procurement; 
adalah proses pengadaan Barang/clasa pemerintah yang diluksanakan 
dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

21. Kontrak Pengadaan Barang/Uasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 
Perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barangy.Jasa atau 
pelaksana Swake1ola. 

22. Pengguna (User) adalah peserta/pemakai SPSE yang wajib mempunyai User 
ID dan Password yang te1ah teregistrasi di SPSE, serta seluruh pihak yang 
menggunakan SPSE, termasuk PPK, Pokja ULP, Prjabat Pengadaan, Auditor, 
dan Penyedia Barang/Jasa yang telah terdaftar dan memiliki User ID dan 
Password dalam SPSE. 

23. Rencana Umum Pengadaan Barang/dasa Pemerintah selanjutnya disebut 
RUP adalah rumusan seluruh kegiatan Pengadaan Barangj'.Jasa Pemerintah 
pada Tahun Anggaran Berjalan. 

24. E-Tendering adalah tala cara pemilihan Penyedia Bararrg/.Jasa yang 
dilakukan seeara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia 
Barang/.Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik 
dengan eara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang 
telah ditentukan. 

25. E-Audit adalah fitur pada SPSE yang dapat digunakan APIP untuk 
melakukan audit pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah. 

26. Kataiog elektronik atau e-Cataloque adalah sistem informasi elektronik 
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu 
dan berbagai penyedia barang/jasa. 

27. E-furchasing adalah tata eara pembelian Barang/.Jaea melalui sistem 
katalog elektronik. 

28. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh 
PPK/Pokja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan/ Penyedia 
Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk meneegah dan tidak melakukan 
korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

29.Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem e1ektronik, 
termasuk tidak terbatas pada tuIisan suara, gambar, peta, rancangan, foto 
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 

30. Message Diggest 5 (MDS) adalah suatu metode untuk mernberikan jaminan 
bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sarna dengan dokumen 
clektronik yang diterima, hal ini dcngan rnernbandingkan "sidik juri' atau 
'Hash Key' dari c1okumen-dokumen tersebut, 

31. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang tcrdiri atas informasi 
clektronik yang dilekatkan, terasosiasi utau terkait dcngan inforrnasi 
elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autcnl ikasi. 

32. File adalah selrumpulan record-record yang saling berhubungan, memiliki 
nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam file. 



c.	 memfasilitasi Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/.Jasa me1aksanakan 
pemilihan penyedia Barang/iJasa secara elektronik; 

d.	 memfasilitasi Penyedia Bareng/.Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan 
menjadi pengguna SPSE; dan 

e.	 rnelayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah 
melaksanakan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 

Pasal5 

Fungsi LPSE Provinsi Lampung adalah: 
a. penyusunan Program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan 

pengelolaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 
b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya; 
c. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia Barang/ Jasa untuk 

rnemastikan penyedia Barang/Uasa memenuhi persyaratan yang berlaku; 
d. melakukan pelatihan/training kepada PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan 

dan Penyedia Barangy.Jasa untuk menguasai pengadaan Barang/.Jasa 
pemerintah secara elektronik; dan 

e. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (help desk) yang melayani 
Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barangj'.Jasa yang berkaitan 
dengan pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik. 

BABIV 

RUANO LlNGKUP 

Pasa] 6 

Ruang lingkup pengadaan Barang/.Jasa Pemcrintah secara elektronik, rncliputi : 

a.	 pengadaan Barang/iJasa di Lingkungan Pemerintah Dacrah yang sebagian 
atau seluruh pembiayaannya bersumber dari APBD atau APBN; 

b.	 pengadaan Barang/iJasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta 
instansi vertikal yang menginduk ke LPSE; dan 

c.	 pengadaan Barang/dasa yang dananya sebagian atau seluruhnya berasal 
dari pinjamarr/hibah luar negeri yang berpedoman pada ketentuan 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tcntang Pengadaan Barang/.Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/.Jasa 
Pemerintah. 

BABV 

ETIKA PENGADMN 

Pasal7 

(1) PA, KPA, PPK,	 Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/iJasa, LPSE 
Provinsi dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/Jasa 
pemerintah secara elektronik harus mematuhi etika sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/dasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nemer 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
BarangjJasa Pemerintah. . 



(2) Di	 samping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (I), PA, KPA, 
PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Uasa, LPSE Provinsi 
dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/Jasa pemerintah 
secara elektronik wajib: 
a.	 menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (User 

lD dan password) para pihak; 
b.	 menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi 

elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum; dan 
c.	 memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dalam pengadaan Barang/uasa secara elektronik. 

Pasal8 

PA, KPA, PPK, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/.Jasa, LPSE 
Provinsi dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan Barang/.Jasa dilarang: 
a.	 mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak sistem pengadaan 

Barang/.Jasa pemerintah secara elektronik; dan 
b.	 mencuri informasi, memanipulasi data dalam pengadaan Barang/Jasa 

secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan. 

BABVI 

KARIER, TUNJANGAN, PENDIDIKAN 

Pasa19 

Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang 
karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasall0 

(1)	 Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau 
pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang 
besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan 
be ban, kondisi, atau prestasi kerja. 

(2)	 Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
ditctapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 

Pasal 11 

LPSE wajib meningkatkan pengetahuan dan keterarnpilan pegawainya melalui 
pendidikan formal atau r.on-Iormal sesuai dengun lingkup biclung tugus LPSE. 

BAB VII 

PENYEDIA BARANG/JASA 

Pasa112 

(1)	 Penyedia Barang/.Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. mendaftarkan diri kepada LPSE Provinsi dan bersedia diverifikasi secara 
asas nyata oleh LPSE Provinsi untuk disetujui agar Penyedia 
Barang/dasa dapat menggunakan kode akses masuk ke dalam sistem 
pengadaan secara elektronik; 



b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
menjalankan usaha/ kegiatan sebagai Pcnyedia Baran~/.Iasa; 

c.	 memiliki kcahlian, pcngalaman, kcmampuan tcknis dan manajcrial untuk 
menyediakan Barang/Jasa; 

d.	 tidak dalam pcngawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan perusahaannya 
tidak sedang dihentikan, danj atau direksi yang bertindak untuk dan atas 
nama perusahaan tidak sedang dalam mcnjalani sanksi pidana; 

e.	 secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 

f.	 sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 
terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima 
penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 
terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP); 

g.	 dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh 
pekerjaan menyediakan Barang/.Jasa baik di Iingkungan pemerintah 
maupun swasta terrnasuk pengalaman sub kontrak, kecuali Penyedia 
Barang/.Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga] tahun; 

h.	 memiliki sumber daya rnanusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang 
diperlukan dalam pengadaan barang/jasa: 

1.	 tidak terrnasuk dalam daftar hitam; 

j.	 memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan 

k.	 menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 
Barang/Jasa dimulai. 

(2)	 Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g. 

(3)	 Penyedia Barang/Uasa wajib mengisi dan menandatangani Formulir 
keikutsertaan dalam sistem pengadaan Barang/Uasa secara elektronik pada 
saat verifikasi. 

BABVIII 

PELAKSANAAN 

Pasal13 

Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah secara elektronik dilakukan dengan 
cara E-Tendering atau E-Purchasing, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal14 

(I)Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik dengan cara E­
Tendering dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengadaan Barangy.Jasa 
pemerintah secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Gubernur ini, 

(2) Syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi SPSE, alur 
kerja aplikasi SPSE, serta panduan pengguna (User Guide) dalam bentuk 
Standar Operasional Prosedur (SOP) tercanturn daIam Lampiran III 
Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 15 

Ketentuan Pertukaran Ookumen Elektronik mcliputi: 

a. Proses e-procuremer I di Lingkungan Ilcmcrintah Provinsi l.ampung 
dilakukan mclaJui aplikasi SPSE den~an ulamat 
http://lpse.lampungprov.go.id. 



b.	 User ID dan Password seluruh pengguna sistem e-procurement di lingkungan 
Provinsi Lampung merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi 
terhadap seluruh aktivitas dalam e-procurement. 

e.	 User lD dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terasosiasi 
terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem e-procurement, 
sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen 
tersebut. 

d.	 Bila Penyedia Barang/Jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan 
pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan 
dokumen yang diterima oleh sistem e-Procurement berdasarkan hash key 
yang dihasilkan dari metodologi MD5 sebagaimana pada Lampiran II 
Peraturan Gubernur ini, maka Penyedia Barang/uasa dianggap telah 
menandatangani dokumen tersebut seeara elektronik; dan 

e.	 Seluruh dokumen elektronik sebagairnana dimaksud pada huruf e dan huruf 
d dapat diberlakukan sarna dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang 
harus dibuat seeara tertulis mengaeu pada Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informaai dan Transaksi Elektronik. 

BABIX 

DATA 

Pasal16 

(I)	 Pengadaan barang dan jasa secara elektroDik dilaksanakan dengan 
menggunakan aplikasi SPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2)	 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib mengumumkan 
Rencana Umum Pengadaan Barang/dasa secara terbuka kepada masyarakat 
luas mela1ui Sistem Inforrnasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD. 

(3)	 Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan Pengadaan Barang/dasa 
Pemerintah me1a1ui website LPSE. 

~..	 (4) LPSE menginventarisasi data dan reneana pengadaan barang dan jasa 
secara elektronik sebagai bahan acuan dalam memberikan pelayanan 
kepada pengguna. 

(5) LPSE	 memeIihara dan mengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Biro 
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku 
pembina LPSE. 

(6) LPSE	 melakukan monitoring dan evaluasi dimulai dan Rencana Umum 
Pengadaan, Proses Pemilihan Penyeclia Barang/dasa dan realisasi 
peIaksanaan kontrak, 

(7) LPSE	 Provinsi Lampung melakukan pembinaan terhadap LPSE 
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. 

(8) LPSE	 Kabupaten/Kota melaporkan pengadaan Barang/.Jasa Secara 
Elektronik kepada Gubemur Lampung melalui Biro Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

(9)	 Pembina LPSE melaporkan reaIisasi pengadaan Barang/Jasa secara 
elektronik kepada Gubemur secara berkala. 
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LAMPlRAN II: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

TANGGAL : °1 - 1 - 2010 

TATA CARA PENGADMN BARAN<l/,JASA PEMERINTAH 
SECARA ELEKTRONIKDENGAN CAf~A E-TENDERING 

I. PEDOMAN UMUM ' 
1.	 User Id dan Pasword yang masih aktif dapat digunakan oleh pengguna 

untuk mengikuti pengadaan melalui SPSE. 

2.	 Terhadap data, formulir isian dan file, baik yang disampaikan oleh PPK, 
Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Uasa tidak 
memerlukan tanda tangan basah. 

II. E-TENDERING 

Metode E-Tendering terdiri dari: 

1)	 E-Lelang untuk pemilihan Penyedia barangjpekerjaan konstruksi/jasa 
lainnya; 

2)	 E-Lelang Cepat untuk pernilihari Penyedia barang/ konstruksi/jasa lainnya 
dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Uasa yang tidak 
memerlukan penilaian kualiflkasi, administrasi, dan teknis; 

3)	 E-Seleksi untuk pemilihan Penyedia jasa konsultansi; dan 
4)	 E-Seleksi Cepat untuk pemilihan Penyedia jasa konsultansi dengan 

memanfaatkan Informasi KineIja Penyedia BarangjJasa yang tidak 
memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis. 

III. AKTIVITAS PEMILIHAN 

1.	 Persiapan Pemilihan 

a.	 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

1) PPK yang belum memiliki kode akses (user ID dan password) aplikasi 
SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE. 

2) PPK menyerahkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/J asa yang 
berisikan paket, spesifikasi teknis, gambar, Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS) dan rancangan umum kontrak kepada Kelompok Kerja Unit 
Layanan Pengadaan (Pokja ULP). 

3) PPK dapat menyebutkan merekjtypejjenis pada spesifikasi teknis 
Barang/iJasa yang akan diadakan pada pelaksanaan E-Tendering 
dengan E-Lelang CepatjE- Seleksi Cepat. 

4) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 2) di 
atas dapat berbentuk dokumen elektronik. 

b.	 Pokja ULP/Pejabat Pengadaan 
I) Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang belum memiliki kode akses (user 

id dan password) aplika.si SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai 
pengguna SPSE. 

2) Pokja ULPjPejabat Pengadaan menerima dan menyimpan suratj 
dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang disampaikan olch PPK 
serta melaksanakan pemilihan. 



g)	 Penyusunan dokumen pengadaan secara elektronik dilakukan 
dengan cara: 
(l)Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP mengikuti standar 

dokumen pengadaan secara elektronik yang melekat pada 
aplikasi SPSE dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE; atau 

(2) Dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan form 
isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi 
SPSE. 

h)	 Penyusunan dokumen pengadaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf g) disesuaikan dengan syarat dan ketentuan penggunaan 
aplikasi SPSE dan/ atau panduan penggunaan aplikasi SPSE (user 
guide). 

i) Aplikasi SPSE seeara otomatis akan menampilkan infonnasi 
pengumurnan pemilihan Penyedia Barang/.Jasa paket pekerjaan 
dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE. 

2) Pemberian Penjelasan/Aanwijzing 
a) Pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka 

melalui aplikasi SPSE. 
b) Pokja ULP dapat memberikan infonnasi yang dianggap penting 

terkait dengan dokumen pengadaan. 
c) Pokja ULP wajib menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali 

untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab. 
d) Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat 

menarnbah waktu batas akhir tahapan pemberian penjelasan sesuai 
dengan kebutuhan. 

e) Dalam hal waktu tahap pemberian penjelasan telah berakhir, 
Penyedia Barang/Uasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun 
Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk rnenjawab 
pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. 

f) Kumpulan tanya jawab dan kclcrangan lain pada saat pcrnberian 
penjclasan merupakan Berita Acura Pemberian Pcnjelasan. 

g) Jiku dianggap perlu dan tirlnk dimungkinkan mcmberikun 
inforrnasi lapangan ke dalam dokurncn pemilihun dan Bcritu Acaru 
Pernberian Penjelasan, Pokja ULP dapat rnelaksanakan proses 
pernberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan Iapangurr/Iokasl 
pekerjaan. 

h)	 Hasil pernberian penjelasan lanjutan dituangkan kedalarn Berita 
Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah (upload) pada 
aplikasi SPSE oleh Pokja ULP. 

i) Adendum dokumen pengadaan dapat dilakukan secara berulang 
dengan rnengunggah (upload) adendum dokurnen pengadaan 
melalui aplikasi SPSE paling kurang 2 (dua) hari sebelum batas 
akhir pemasukan dokurnen penawaran. 

j)	 Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan 
penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran rnaka Pokja 
ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. 

3) Pemasukan Data Kualifilcasi 
a) Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik 

kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. 
b)	 Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi 

SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja 
ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas 
pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. 



e)	 Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta Penyedia 
Barang/Uasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan 
memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi 
SPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya. 

d)	 Dengan mengirimkan data kualifikasi secara clektronik Penyedia 
Barang/.Jaea menyetujui pemyataan sebaga berikut: 
(1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan 

pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan; 

(2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk 
dalarn daftar hitam; 

(3) perorangan/yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha 
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 

(4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari 
ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar 
dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan 
perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut 
perjanjian kerja sarna berhak mewakili badan usaha yang 
bekerja sarna dan badan usaha yang diwakili bersedia 
dikenakan sanksi administratif, sanki pencantuman dalam 
daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau pelaporan seeara 
pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang undangan. 

(5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai 
K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai 
pegawai K/L/D/I yang sedang mengarnbil cuti di luar 
tanggungan K/L/D /1. 

(6) pemyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum 
dalam dokumen pengadaan. 

e)	 Untuk Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk konsorslum/ 
kemitraan/bentuk kerjasarna lain, pemasukan kualifikasi dilakukan 
oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/kemitraan/ 
bentuk kerjasarna lain. 

4) Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran 
a) Dokumen penawaran disampaikan melalui fitur penyampaian 

penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo. 
b) Dalam hal penyampaian dokumen penawaran ditetapkan secara: 

(1)	 satu file maka dokumen penawaran administrasi, teknis dan 
harga disarnpaikan secara bersamaan dalam file penawaran 
terenkripsi. 

(2) dua file maka dokumen penawaran administrasi dan teknis 
disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi, serta 
penawaran harga disampaikan dalam satu file pcnawaran 
terenkripsi lainnya, yang disampaikan bersamaan. 

(3) dua tahap, maka dokumen pcnawaran administrasi dun teknis 
disampaikan dalam satu file penawaran terenkripsi, serta 
penawaran harga disampaikan dalam satu file penawaran 
terenkripsi lainnya sesuai waktu yang ditentukan. 

e)	 Enkripsi file penawaran menggunakan Apendo. 
d)	 Surat/Forrn penawaran darr/atau surat/form Jain sebagni bagian 

dari dokumen penawaran yang diunggah (upload) ke dalarn aplikasi 
SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah 
ditandatangani secara elektronik oIeh pemimpin/direktur 
perusahaanatau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh 
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat 



yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili 
perusahaan yang bekerjasama. 

e)	 Penyedia BarangjJasa dapat mengunggah (upload) ulang file 
penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran 
sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 

f)	 Pengguna SPSE wajib mengetahui dan rnelaksanakan ketentuan 
penggunaan ApendojSpamkodok yang rnelekat pada Apendo. 

g)	 Untuk Penyedia Barang/dasa yang bcrbentuk konsorsiurn/ 
kemitraanj bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran 
dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mcwakili konsoraium/ 
kemitraanjbt:ntuk kerjasama lain. 

h)	 Untuk menjarnin pelaksanaan pengadaan sesuai dengan prinsip­
prinsip pengadaan, Pokja ULP daput melakukan perubahun jadwal 
pemasukan'dokumen penawaran dan memberikan pcnjelasan 
alasan perubahan. 

i)	 Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pernasukkan 
penawaran dalam hal setelah batas akhir pernasukan penawaran 
tidak ada peserta yang memasukkan penawaran. 

j)	 Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf i) 
dilakukan pada hari yang sarna dengan batas akhir pemasukan 
penawaran. 

5) Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran serta Pengumuman 
Pemenang 
a)	 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh 

(download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan 
menggunakan Apendo. 

b)	 Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada 
fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. 

c)	 Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka 
(dekripsi), Pokja ULP wajib menyampaikan file penawaran tersebut 
kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan 
file penawaran tersebut kepada LKPP. 

d)	 Terhadap file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka yang 
disampaikan kepada LPSE atau LKPP maka LPSE atau LKPP akan 
memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada Pokja ULP. 

e)	 Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila me penawaran 
tidak dapat dibuka maka. Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file 
penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan 
Penyedia BarangjJasa yang mengirimkan file penawaran tersebut 
dianggap tidak memasukkan penawaran. 

f) Dengan adanya proses penyampaian file penawaran yang tidak 
dapat dibuka (dekripsi] sebagaimana dalam huruf c), Pokja ULP 
dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan 
selanjutnya. 

g) Pembuktian kualifikaai dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline). 
h) Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu 

meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila Penyedia 
Barang/Jasa sudah pemah melaksanakan pekerjaan yang 
sejenis,danj atau data Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam 
Sistem Infonnasi Kinerja Penyedia (SIKaP). 

i) Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasil 
, evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE. 



j)	 Pokja ULP mengumumkan Pemenang dan Pemenang Cadangan 
melalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada 
aplikasi SPSE. 

6) Sanggahan 
a) Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah peserta yang 

telah memasukkan data kualifikasi/ penawaran. 
b)	 File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran 

yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang­
kurangnya memuat: 
(1)	 Satu file: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk 

kontrak harga satuan /gabungan, jangka waktu penawaran, dan 
deskripsi/spesif1kasi Barang/clasa yang ditawarkan. 

(2) file atau dua tahap: 
(a) File	 1 atau file tahap I: jangka waktu penawaran, dan 

deskripsi/ spesifikasi Barang/Jasa yang ditawarkan. 
(b)	 File II atau file tahap II: harga penawaran, daftar kuantitas 

dan harga untuk kontrak harga saruan/gabungan. 
(e)	 Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali 

sanggahan kepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE. 
(d)	 Pokja ULP menjawab sanggahan melalui aplikasi SP8E. 
(el	 Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang 

menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan 
sanggflhan secara online mclalui apliknsi SPSE dan/ atau 
Pokja ULP tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah secara 
online melalui aplikasi SPSE maka sanggahun dapat 
dilakukan diluar aplikasi SPS/!: (offline). 

7) Evaluasi Ulang, Penyampaian Ulang Dokumen Penawarun, atau 
Pemilihan Ulang Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk evaluasi 
ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang, 
maka Pokja ULP harus memasukkan alasan pemilihan harus dievaluasi 
diulang atau penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan 
ulang. 

B) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 
a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE. 
b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dieetak melalui 

aplikasi SPSE. 
c) PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE 

kepada Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk. 
d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan 

SPPBJ maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia 
Berang/.Jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE (offline), menginputkan 
informasi dan mengunggah (upload) hasil pemindaian SPPBJ pada 
aplikasi SPSE. 

9) Penandatanganan Kontrak 
a) PPK mernbuat dan mencetak kontrak melalui aplikasi SPSE. 
b) PPK menandatangani kontrak yang telah dibuat dan dicetak melalui 

aplikasi SPSE. 
e) Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontrak dengan 

PPK di luar aplikasi SPSE. 
d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan 

Kontrak maka PPK membuat dan meneetak Kontrak di luar aplikasi 
SPSE (oj]line) dan PPK memasukkan infonnasi dan mengunggah 
(upload) ha"il pemindaian (scan) dolnunen kontrak oada aplikasi 
SPSE. " 



3) Undangan 
a) Pokja ULP menyusun kriteria kualifikusi darr/atau kinerja Pcnyedia 

Barang/.Jaaa melalui aplikasi SPSE atau SIKaP. 
b) Kriteria kualifikasi danj atau kinerja Penyedia Barungy.Jasa 

sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah kriteria kualifikasi 
dan/atau kinerja Penyedia Barang/.Jasa yang tersedia pada aplikasi 
SPSE atau SIKaP. 

c) Pokja ULP mengundang Penyedia barang/jasa melalui aplikasi SPSE 
terhadap Penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria kualifikaai 
darr/atau kinerja Penyedia Barang/.Jasa yang telah disusun dan telah 
memberikan persetujuan atas kriteria keikutsertaan. 

d) Apabila diperlukan Pokja ULP dapat melakukan pemberian penjelasan 
setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir 
pemasukan penawaran. 

e) Proses pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka 
melalui aplikasi SPSE. 

4) Pemasukan Penawaran 

a) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran harga melalui fitur 
penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo. 

b) Penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf a] disampaikan 
daIam file penawaran terenkripsi. 

c) Surat/Form penawaran harga yang diunggah (upload)/disampaikan ke 
daIam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan 
telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur 
perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor 
pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang 
menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak rnewakili 
perusahaan yang bekeIjasama. 

d) Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan 
penawaran dalam hal sete1ah batas akhir pemasukan penawaran tidak 
ada peserta yang memasukkan penawaran. 

e) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d 
dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan 
penawaran. 

5) Pembukaan Penawaran 

a) Pada tahap pembukaan penawaran harga, Pokja ULP mengunduh 
(download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan 
menggunakan Apendo/ Spamkodok. 

b) Aplikasi SPSE melakukan evaluasi terhadap penawaran harga. 

c) Dalam hal aplikasi SPSE belum mengakomodir proses evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada huruf b) maka Harga penawaran dan hasil 
koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi 
SPSE. 

d) Terhadap file penawaran harga terenkripsi yang tidak dapat dibuka 
yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LpSE atau LKPP akan 
memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada Pokja ULP. 

e) Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila file penawaran tidak 
dapat dibuka maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa me pcnawaran 
tersebut tidak memenuhi syarat scbagai penawarnn dan Penyedia 
Barang/.Jasa yang mengirimkan lile pcnawaran tersebut dianggup t.idak 
mernasukkan penawaran. 



6)	 Pengumuman 

a) Penyedia Barang/-Jasa dengan penawaran terendah merupakan 
pemenang. 

b) Penyedia Barang/.Jaea dengan penawaran terendah kedua dan 
seterusnya merupakan Pemenang Cadangan. 

c)	 Pokja ULP mengumumkan Pernenang dan Pernenang Cadangan 
melalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada 
aplikasi SPSE. 

7) Verifikasi Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa 

a) Pokja ULP tidak perlu melakukan verifikusi kepada Pcmenang Him; data 
kualifikasi darr/atau kinerja Penyedia Barang/,Jasa yang dipersyuratkan 
apabila telah terverifikasi di dalam SIKaP. 

b) Apabila Data t<:ualifikasi dan/atau kinerja Pernenang yang 
dipersyaratkan belum terverifikasi di dalam 81 KaP, Pokja ULP 
melakukan verifikasi kepada Pemenang terhadap data kualifikasi 
darr/ atau kinerja Penyedia Barang/.Jasa yang dipersyuratkan. 

c) Apabila Pemenang tidak lulus verifikusi dikarenakan menyampaikan 
data kualifikasi darr/atau kinerja Penyedia Burangy.Jaea yang 
dipersyaratkan dengan tidak benar rnaka Penyedia Barangj'.Jasa yang 
bersangkutan dibatalkan sebagai Pemenang. 

d) Apabila Pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan pada proses verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada hUIUf b) maka Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan 
dianggap mengundurkan diri dan dibatalkan sebagai Pemenang. 

e) Apabila Pemenang tidak lulus verifikasi Pokja ULP melakukan verifikasi 
kepada Pemenang Cadangan pertama, apabila Pemenang Cadangan 
Pertama tidak lulus verifikasi maka Pokja ULP: 
(1)	 melakukan verifikasi kepada Pemenang cadangan berikutnya sesuai 

dengan urutan. 
(2)	 proses verifikasi terhadap Pemenang Cadangan sebagaimana 

dimaksud pada hUIUf d) sama dengan proses verifikasi kepada 
Pemenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, 
dan huruf d. 

(3)	 pernenang/Pemenang Cadangan yang lulus verifikasi menjadi 
Pemenang terverifikasi. 

8)	 Penyampaian Ulang Dokumen Penawaran atau Pemilihan Ulang 

Dalam hal Pokja ULP memutuskan untuk penyampaian ulang dokumen 
penawaran atau pemilihan ulang, maka Pokja ULP harus memasukkan 
alasan penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan ulang. 

9) Surat Penunjukan Penyedia Barang/clasa (SPPBJ) 
a) PPK membuat dan mencetak SPPBJ melalui aplikasi SPSE. 
b) PPK menandatangani SPPBJ yang telah dibuat dan dicetak melalui 

aplikasi SPSE. 
., 

c) PPK rnengirimkan hasil pernindaian SPPBJ melalui aplikasi SPSE 
kepada Penyedia Barang/.Jasa yang ditunjuk. 

d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan 
SPPBJ maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia 
Barang/.Jasa (SPPBJ) di luar aplikasi SPSE (offline), menginputkan 
informasi dan mengunggah (upload) hasil pemindaian SPPBJ pada 
aplikasi SPSE. 



10) Penandatanganan Kontrak 
a) PPK membuat dan mencetak kontrak melalui aplikasi SPSE. 
b) PPK menandatangani kontrak yang telah dibuat dan dicetak melalui 

aplikasi SPSE. 
c) Pemenang pemilihan me1akukan penandatanganan kontrak dengan PPK 

di luar aplikasi SPSE. 
d) Dalam hal aplikasi SPSE belum dapat mengakomodir pembuatan 

Kontrak maka PPK membuat dan mencetak Kontrak di luar aplikasi 
SPSE (offline) dan PPK memasukkan inforrnasi dan mengunggah 
(upload) hasil pemindaian (scan) dokumen kontrak pada aplikasi SPSE. 

11) Pengenaan Sanksi 
a) Apabila Penyedia Barang/Jasa melakukan pelanggaran terhadap 

persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, pelanggaran terhadap 
peraturan perundangundangan berlaku, atau rnasuk Ire da1am daftar 
hitarn maka LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat 
menonaktifkan kode akses Pengguna SPSE. 

b) Dalam hal Penyedia Barang/clasa telah ditetapkan ke dalam daftar 
hitam, maka LPSE atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat 
memasukkan Penyedia Barang/Jasa ke dalam menu daftar hitam di 
dalam aplikasi SPSE. 

V. AUDIT 

1.	 Persiapan 

a.	 Auditor /pemcriksa yang berwenang bcrdasarkan peraturan perundang­
undangan untuk mclakukan pemeriksaun terhadap paket pcngadaan, 
menyerahkan sural. rugas kepada LPSE untuk rnendapatkan huk akses 
untuk masuk ke dalam aplikasi SPSE melalui fiture-Audit. 

b.	 LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kodc akses tcrhadap 
personil yang tercantum dalam surat tugas instansi yang memiliki tugas 
pokok dan fungsi audit/pemeriksaan. 

2.	 Pelaksanaan 

a.	 Proses audit pengadaan secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas 
yang disediakan dalam aplikasi SPSE. 

b.	 Auditor danjatau pemeriksa yang berwenang berdasarkan pcraturan 
perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket 
pengadaan, hanya dapat mengakses informasi atau data, mengunduh 
(download) dan rnernbuka file, baik yang disarnpaikan oleh Pokja ULP 
maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit 
sebagairnana tercantum dalam surat tugas. 

c.	 Auditor dari/atau pemeriksa yang berwenang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan untuk melakukan pemerikasaan terhadap paket 
pengadaan, dapat menemui Pokja ULP untuk memperoleh informasi dan 
dalam rangka proses audit paket pemilihan tertentu. 

VI. PI::NUTUP 

1.	 Da1am hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis (contoh: gangguan 
daya listrik, gangguan jaringan, gangguan ap1ikasi) terkait pelaksanaan E­
Tendering yang mengakibatkan proses pernilihan tidak dapat dilaksanakan 
dengan sempurna, maka Pokja ULP dapat: 

a.	 membatalkan/menggagalkan proses pemilihan; atau 
b.	 melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya 

gangguan teknis tersebut. 



2.	 Dalam hal terdapat permasalahan teknis operasional atau terdapat hal yang 
belum terakomodir dalam aplikasi SPSE maka Pokja ULP dapat membuat dan 
melaksanakan solusi altematif serta wajib menuangkan hal tersebut dalam 
Berita Acara "Hasil Pelelangan (BAHP)/Berita Acara Hasil Seleksi 
(BAHSj/Berita acara lainnya yang diunggah pada fasilitas unggahan (upload) 
yang tersedia pada aplikasi SPSE. 

3. LKPP	 atas permohonan Pokja ULP dan LPSE apabila memungkinkan dapat 
memfasilitasi Pokja ULP dalam me1akukan solusi alternatif sebagaimana 
dimaksud pada angka 2 dalam hal terkait dengan penanganan teknis SP.8E. 

GUBERl'roR LAMPuNG, 

M. RIDHO FICARDO 

, 
" 

Salinan S sua; Aslinya 
KEPALA IR HUKUM,
 

./
 

ZULFI , SH.. MH.
 
PEMBINAlfTAMA MUDA
 

NIP. 19680428 199203 1003
 

/ 



A. SOP PELAYANAN PENGGUNA SPSE 

_I \ 
LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR : 5 TAHUN 2016 

TANGGAL: 21 - 1 - 2016 

(lIREGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA 

No 

1. 

Akthtt.. 

Melakukan registrasi aline pada website 
lPSE/aplikasi SPSE 

Penyedla 

l M"" ) 

Pelabana 
Front OffIce Helpde.k LPSE Verlflkatcr 

I. 

Persvaf"ltan Perle.baH" 
WaJib menggunakan..maU perusahaan(tldak 
boleti e-mail prlbadi) 

WlktU 
N/A 

0utJlIlt 
Keterangan 

b. rata care reglstrasl pada aplikasi SPSE mengacu 
pada panduan pengguna (user SUidel aplikasi 
SPSE 

2. Mengunduh (download)formulir dota 
penyedia dan formulir kelkutsertaan yang 
tersedia pada aplikasi SPSE. ~ 

N/A Blanke Formwir 
Data Penvedia 

dan Blanko 
Formulir .­

3. 

4. 

Mengisi formulir dati penyecHa 

. 
Mi1ngisi forrnulir keikutsertaan 

9 
9 DibtJatdiatas kertas berkop perusahaan, 

ditandatangimi pimpln;n perusahaan, dicap dan 
bermaterai. 

N/A 

NfA 

I(eikutsertaan 

Formulir data 
penyedia yang 
sudah terisi 
Fromulir 
kelkutsertaan 
yang sudah tensi 

5. Membuat Surat PeruJnjukan Admin 

I 
6 1. Dibuatdiatas kertas berkop pervsahaan 

ditandatangani plmplnan perusahean dan admin 
yang ditunjuk. dicap serta berrnateral. 

2. Apabila Adminnya adalah pimplnan perusahaan 

NfA Sural Penunjukan 
Admin 

Blanko tersedia! 
j menvaru dengan 
I formulir 
! ~ilto;L.:tsertaan 

6. 

i, 
Membuat Surat I(UilSii untuk verlfikasi 

~ 

it'" sendirt maka membuat surat pernvataan 
bahwa dirinya sebaul idmin 

1. Pimpinan perusahsa n dapat menguasakan kepada 
pihak manapun untl.lk melakuun proses ~eri flkasi 
di lPSE. 

N{A Surat Kuasa Untuk 
\lerifikasi 

, 
31a=10;0 te~edial 

merwatu dengan 
formulir 

2. Sural kuasa dibuat dlatas kertas berkop 
keikutsertaan 

, 
I 
I 

perusanaan dan ditandatanpni plmpinan 
perusahaan serta penerlma kuasa, dlcap dan 
bermeterat. 

/ 
~ 

i 
; 

7. 

, 

I 

i 
! 

Mempersiapkan berkas permohonan 

I 

c=::J ., 
3. Apabila plmpinan peru$ilhaan yang rt1elakukan 

verifikasi maka tidalr;perlu membuat surat kuasa. 

1. Pormuur data penvedla, Formullr keikutsertaan 
dan Dokumen perusahaen asli serta copynya 
(softcopv!hardcopv) terdiri darll,KTP pemilik/ 
direktur/ pengurus; 2. NPWP; 3. SIUP/SJUJK/SBU/ 
Ijin untuk menjalankan kegiatan/uSiha sesca! 
ketentuan peraturan perundeng-undangan yang 
berlaku; 4. Akta pendlrian perusahaan dan Akta 
perubahan terakhlr. Untuk Perseorangan dan 
Koperasi persvaratan menyesuaikan dengan 

N{A Berl<as 
Permohonan I 

I 

!~ 



}
 

~ 

No 

19. 

AktMta. 

Memberitahu penyedla lIar penyedla 
tersebut menggunakan user id yang sudah 
5 men it terdaftar 

Penvedia 

I I I 
Pelaksano 

Front Office Helpdesk LPSE Verlfikator 

I~ 

Mutu Baku 
Persyaratan Perlenllkapan 

I 

Waktu 
5 
men it 

I 

Output 
lKeterancan 

20. 

2l. 

22. 

23. 

24. 

Menerlma pemberitahuan darl verffikator 
melalui helpdesk untuk 100In pada aplikasi 
SPSEmenggunakan user 10 yang sudah 
terdaftar 
Melakukan verifikasidan validitas berkas 
permohonan. Apakah berkas sesuai/lolos 
verifikasi r 
Menyetujui permohonan dengan 
mengklik tombol "SETUJU" pada apllkasl 
SPSE 
Mencantumkan kekurangan pada 
amplop/map berkas permohonan, 
menyerahkannya kepada penyedia 
melalui helpdesk untuk dllengkapi dan 
kembali dilakukan veriflkasl 
Mengarsipkan berkas dengan mengacu 
pada SOPpengarsipan berkas 

~ 

.----w. 

~. 
~. 

nd~. 

~ 
6 

f-''--, 

~ 

Berbs asli dan copy harus sesual, dokumen masih 
berlaku dan data antar dokumen sesuai dan konsisten 

hasil verifikasi 

5 
menlt 

N/A 

5 
menit 

5 
mentt 

10 
mentt 

hasrl veriflkasl 

permohonan 
disetujui 

r 

Arsip Berkes 



rn SOPREGISTRASI PPK 

iIo 

1 

Aklh'''' 

Menyampaikan berl<as pel1llOho....pembuatan 
akun(user lei. password) kepadaAdmInAgency 

PeIaksana 
PPK AdDIIu A2ellCV 

( Mula! 

MulUBaku 
IaD/PerienokaDan 

1. Fonnulir pennohooan pembuatan akun 
PPK 

2.Surat KepUlllSan ISK Peogangkatan PPK 

Waldo 
N/A 

OulDot 
KeleI'8llpll 

Berkas dapat 
disampaikan sean 
langsuog (hardcopy) 
atau mela1ul ..mall 
(softmpy) 

2 MeDelima dan memeriksa kelengkapanberIcas 
permohonan.Apakah berIcas pennohonan 
lengkap? 

Berkaspermehcnan leogkap dan dokurnen 

rF<~ !p>py sesuaiaslinya 
10 menit 

4 Meminb PPKuntuk rrele~i/memperbaiki 

berIcas pennohonan 

Melengkapi kekurangan berkas pennohonan 
I 

Q 
I 

AdminAgencymencantumkan kekurangan 
berkas Permohonanyangharus dilengkapi 

Smenit 

N/A 

5 MembuatAkun PPK padaapllkasi SPSE 

I 

1. Datayang d1rnawkan padaaplikasi SPSE 
fofl1llllir permohonan 

mbuatan akun PPK 

15 monit 

2.AktivasiaknndilakukanjlkaPPK telah 
mengikutipeIatihanpeomunaan uplikasi 

3.Tab corapemhuatan akun padauplikasi 
SPSE IllI!IlpCII pada panduan pengguna 
(userguide) aplikasiSPSE 

6 Menginfonnasikan mela1ui ..mail akun (user id 
dan password) PPK yang teIah dibuatdengan 
tembusao kepada Kepala IPSE 

~ 

~ 

Smenit ..mail 
informasi akun 
PPK 

7 Mengampkanberl<as denganmengacupadaSOP 
peogarsipao berkas ~ .. 

( M!~ai 

10 "'enit AlsipberIcas 
permohonan 



"> 

(3) SOPREGISTRASI POIOA ULP 

No Aktivltu 

1 Menyampaikan beIlcas pennobonan pembualan 
akun(user ill,password) kepada Admin Agency 

PelaksaDa 
hlda DIP Admin Al!eney 

( ..... 
MutuBaIm 

a/Perl 
1.Fonnulirpennohunanpembuabm akun 
PokjaUIP 

2. Swat KeputusaD /SK Pengangkalan Pokja 
DLP (jikadisampaikan \angsung membawa 
asIi dancopy,jika dlsampaikan melalul email 
SKasIidi scan) 

WakIu 
MIA 

OUtDut 
.iceteraDCaJi 

8ed<as dapat 
disampaIJ<an secara 
Iangsung (hanlcopy) 
ataumelaluI ...man 
(softmpy) 

2 Menerima dan memel1ksa kelengkapanberkas 
permohonan Apakah berkas permohonan 
lengkapl 

Berkaspenmhonan lengkap dandokumen

rF<" p'py sesuaiasIlnya 
'-/. y 

10 menit 

4 MemintJ Panitia Pengadaan untuk 
melengkapi/memperlJaiki berl<as pennohonan 

MeJengkapai kekunnganbet1<as permohonan 

/. 

I~ 

0 
I 

Admin Agency mencantumkan kekurangan 
berkas Permohonanyanghams dilengkapl 

5 menlt 

MIA 
~ 

5 Membuat Akun PaIlitia Pengadaan pada apllkasi 
SPSE 

I 
1.Datayangdimasukan padaaplikasi SPSE 

furmullrperrrehenan 
nbuatan akun PaIlitia Pengadaan 

15 menit 

2.Aktivasi akun dilakukanJika Panltia 
Pengadaan reIah rnengikuti pelatihan 
penggunaan apIikasi 

3.Tatac.... pembuatanakun pada aplikasl 
SPSE mengacu pada panduanpengguna 
(userguide) aplilcasiSPSE 

6 Mer>&fnlormasikanmeJaluje-maD alkun (userid 
dan password)PanitiaP~yangtelah 

dibuat dengan temhusan kepada Kepala LPSE s= 
5 menit e-maO 

Informasi akun 
Panitia 
Peq:adaan 

7 Mengar.;ipkan berkasdeogan mengacupada SOP 
pengarslpan berltas 

~ 
SeleSil ,­

I 

10Menit Alsip bet1<as 
pennohonan 



:4)SOP REGISTRASl ADMIN AGENCYKllJDn -­ M__ 

No 

1 

-... 
Menyampaikan _ ......."" ..... pemIKJatm 
mn (_1<1."""""nIJ kepada ICopaIa IJ'SE 

1'IIIIp1...-

~-..... 
-,,­ KepoLoU'SE _I'I'E l'enyar..../Fetl......... 

1.FonnullrpermohoDaft pemhuatmakua 
Admin Agency 

2.Sum KeputusanfSX P.....jllkan sebapI 
Admin Agency 

w_ 

N/A 

Ooltjlat 
K"' ..,-.dls+\'k'D seear.t 

(lrankopy).~ 
atau meIatul e-mad 
(so/lm") 

3.Sum Pennohonan ICopada PimplIIIIllJ'SE 

2 Menerimaberl<a>penunb..,....menjawabsurat 
permohonan Itepada plmpinan Insransi. pemohon 
danmendisposisilom kepadaAdmin PPEIlllluk 
ditindaldanJutl. 

r-r-r­
.'--­

N/A Surat Jawabm 
Permohonaa. 
Pemb-. 
iM<.n 

3 

4 

Nenerima danmerneriks:a keleugkapan berIcas 
permohonan. Apakah bel'bspennohonan 
lengkay! 

Nerninta Admin Agency untukmelenglupi berkas 

penunb­

f< 
6 

erkaspermohonan lengkap dandokumen 
sesuai aslinya 

~ 

d~nPPEmem~ttwkmk~ 

<rl<as Pennohonan yangharus cIlIongIrapI 

5Menlt 

SMeIIlt 

5 Meteopopai kekllnnpn berlw pennohonan 0 I N/A 

6 Membuat Akun Admin Agmcy pad;.aplikasi SPSE. 

I 

•Data yong d_pada'l'llkaO 5P5E 
-T fonnulirpennohonan 

tan akun AdmIn Agent)' 

15meuit 

.Aktlvasiakundllalo*anjil<aAdmin 
~ ldah mmgikutl polallhan 
enggunaan apIiJem 

.Tmcarapembuatmakun padaapliltim 
I'SE menga<' padapmdum_ 
uurgaide) apIikasi SPSB 

7 Merqpnformasikanmelalui e-mail akun (userid 
danpassword) Admin Agmcy yangtelah dlbtllt 
deegantembusan kepadaKepala LPSE [ 

.Akun diberikan melaluI.....o mlIlk 
::lng."..;ngpenonll (Admin Agency) 

tenWt>, pedaopIlla>i 5P5E 

10IDelIit e-maJI 
jnfonnasiakun 

iAdmln Agency 

8 Mengarsipkan herbs dengan mengacu padaSOP 
pengatsipan berkas 

.Dalam e-mail diinfonnaslkan untuksegera 
~lakukan Iogi, d"'li'" lberlD don
rauword tersebut sertamewajibkan untuk 
lnelakukan perubahan password 

buatan akun Admin Agmcy lOMenit...... Mip_ 
permuho... 

/ 



SlSOPREGISTRASIAUDITOR/PEMERIIlSAIPENYIIIK 
PeIaksaaa w_No -... 1'ImpI... - _/P08IerIu _WE 

-­ -....
AudI....tpeedIls Kepala LI'SE Persyar.lta/Pe.-te : II• 

-
~afPooJtdlk 

LSw'3tPmnofJdlllDPembu:aa....Meoyampaikan bertas permabomnpembuatan MIA1 -.......sec...
akun (userid,passwonl] kepadaKepala IPSE 2.Formullrpermoboaaa...-'" 
AwiIDrJP~eoyidIt -~~ 1 Sura!Perinllb P_ ..ftmpy) 

Suratl_ _ berlaspmooh,,- meujawab sur.tt NIA2 
,,-- ­penIIOhonan tepadapimplDan_ pemohOll PennolIoaan 
'L-­

<Im.....dlsposbitaa tepadaAdmin PPE UDl1lk P.....­
ditiM:;aklanjuti Aku'
 
_dan _ UIeqlrapanber1<as
 permolonanleogbpclandolwmen SMenit
 
permohonan.Apakab berkas pennohonan
 

3 

r<)sesuaia.lnya " 10000000l 

Q SMemt
 
meialiI<>I>I- pamohonan
 
M_AudiIDrjPemoriksajP""Ykillt untuk4 ~PPE melll3llurnkant.........
 

~Permobonan_hanlsdi""" 
'.Melmg\<apai kel<urqan ben<as pennobonan5 NIAI0 

.1latI yangdimasukan pallaap_ SPSI! 15menit
 
.pUw;SPSE.
 
MembuatAkunAud1IDrjP_jPenyidikpada6 

hlmultr permohonan
I akun 

IudJtDrJP......usajPenyidik 
._alwn_llka 
WdIIDr/pl!lIlEriksajPenyidik _ 

~ pel3liban,....,....apUkasi 

.Tal> rar.l pombuatan aInm padaapIi1wi 
iPSE _padaplllduan _ 
_ ,vldej apIIkzI SPSB 
.Aiwndi__.....nmiUk lOmenit ..mail
 

dan passwanl) Aud11DrjPemertksajP",yidik yang
 
1 M"Iin/annasikanmeIalui e-maJl akun(..... id 

tnformasi akun~ -IIIpersoniIL ·..rtp.m<riksaJP..yidiklyang AudilDrJPemeritelah dfbuatdengan tembusan kepadaKepala LPSE 
_ pad>apUJw; SPSB ksajPenyidik 

, .Dalam e-maldiintonoasikan unI1!k segera 

~1w1109i" denpI User ID daD 
nI tm:ebut serta mewajibkan untuk 

,...bahan password 

10Menit Ar>ip berkas
 
pengarsipan berkas
 
Mengarslpkan berkasdenpnmeDg;Jcu padaSOP bualallakunB 

permobo....~ 



6) SOP REGISTRASI VE1UfIIC nOR/HELPDESKIADMIN AGENCYLPSE 
Pelak.aDa MulDBaku 

No Aldlvltas -.-ICe'" AdmioPPE WaktuPersJaratan/Periengkapan OUtput
USE
 

1
 MengeluarkanSKP_Akun 3bari SKPembuatan 
( ....~.

Vertflkator/HelpdesIc/AdminAgencyLPSE. AkunVerIfIkatorI
 
dilengkapi Po",",Ur PembuatanAIcun
 Helpdesk/Admin
 
Veriflkator/llelpdeskl Admin AgencyLPSE
 Agency LPSE 

MemerintahkanAdminPPEuntuk membuat akun N/A 
(User id dan password) Sesuai SKdan Fnrmulir L:::PembuatanAkun VeriflkatorIKelpdesklAdmin 
AgencyLPSE 

1.Data yangd~k.n pada aplikasiSPSE 60 rnenit AkunVer1likalorl
 
AgencyLPSE pada apl\kasiSPSE
 

2 MembuatAkun VerilIkator/Helpdesk/Admin 
saat pembuatan berdasarkan peca data yang HelpdesklAdmin 
tereantum dalam Fornwlir PembuatanAkun Agency LPSE padaI 
Iver1likalor/Helpdesk/Admin Agency LPSE apIikasi SPSE 

Z.Tata cara pembuatan akon pada aplikasl 
SPSE mengacu pada panduan pengguna 
(userguide) aplikasiSPSE 

1. Akun diberikan mela1ui ...mall milik 30 menit ...mall infonnasi
 
danpa.sword) yang teIabdibuat kepada
 
Mqnfnnnasikan melalui e-mai1akun (userid 3 

akun Ver1fikatorl L,-le~masIngpersnnll
Veriflkatnr/Helpdesk/AdminAgency LPSE)VerifJkatnr/Kelpdesk/AdminAgency LPSE dengan KelpdesklAdmin
 

tembusan kepada KepalaLPSE
 yangter<lafu1r pada aplikasiSPSE Agency LPSE 

Z.Dalam...maIl diinfonnasikan untuksegera 
melakukan login denganUser IV dan 
Password Iersebut serta mewajibkanuntuk 
melakukan perubahan password 

• pembuatan akun 10 menitMengarslpkanberkasdenganmengacu pada SO P4 ..... 
pengarsipanberkas ArsiuBerkas 



B. SOP PENONAKTIFAN DAN PENGAKTIFAN PENGGUNA SPSE
 

(1) SOPPENGAKTIFAN KEMBAU AKUN PENYEDIA 
PelaksaDa MataBalm 

Keb>raupIlAkllvltasNo KeDaIa IJ'SE V.rllikalDr ....rsvaratan/P.rl Wakba lJuIDut 
Berkasdapat1 Menerima permohonanpengaktlfankemballakun 1.SwatPermchonanPengalrtlfan kemball N/A

( M.Il~
(user 10dan Password)dart penyedlabarangfjasa akun dsampaikan secara 
dlsertaI buktipe~ penyelesaian (ilardropy) 

2.OokmnenpendukungpenyelesalaD ataumelaluie-mail pela~ yangterjadl 
pelanggaran (sajtcopy) 

Mendisposlsl kepada verfflkatnruntuk melakobn surat disposisi 3 hast kula2 '------;
ldarfJkaslkobonaranbukti penduknngyang 
disampaikan 

3 Melakukan kbrifikasl kebenaran buktt pendukung rat dlsposisi 
basH Idar1llkast1 hastkepadaplhak ter\caIt L,­

• 1han kerja Melapnrlamhasllldaslflkasisertausulantindak 
setelahlanlut kepadakepalaLPSE s= .­

M.nenma Iaporanbasilldarif1kas1 dartvenflkatorS MIA 
dan meng;nnbll keputusan apakab akun penyedla "~~~ " barall(/jasa akan dlaktifkankembali atau tIdak 

1 harikerja Mengrimkun surat pemberitabuanpenelakan 6 
<.. SeIeAi :permobonan kepadapenyediabarangfjasa 

i 
M.merlntabIcan Verifooltoruntuk mengaktifkan Instruksi Kepala LPSE7 ~: ­
kemballakun pell'/edia ~ c--' 

10menlt Akanpenyedia aktif
 
melalulapIikas1 SPSE
 
Mengaktlflran kemballakun peny,dla barall(/lasa Tata cara pe~fan kemballai<un palla8 

aplikaslSPSE mengacu padapanduan kemball 
peJll!l11ll3 (us,cg.ide) aplikasiSPSEc:= 
berkas permohonandan prosespengaktifan Arsip berkas
 

pengarsipanberkas
 
Mengarsipkan berkasdenganmengacu padaSOP IDMenlt9 

akunc:::= 
IDM.n1t
 

kembalikepada Kepala LPSE
 
Melapnrkan babwaakun penyediatelah diaktilkan 10 r': 

lharikerjaMengrimkunSlU1lt pembesttabuanbahwa akun 11 
.' Selelliill ;

telah d1aktiJlcan kembalikepadapenyedia 
barangfjasa 

I 



f21S0PPENONAKTIFAN AK1JNPENYEDIA 
Pelaksana lIIomaB.....No Akdvltas Ke""-",,

Pe n JPerlelU!kaD8DIC....IaLPSE HeI.......kLKPP
 w..... OutDut
 
1 Menerima pengaduan atau infomaasi bahwa
 1. Su.m Pengaduan NfA Iletl<as dapatl ......

penyedia meLakukan pe\angpran terhadap disampaikansecara 
Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan SPSE. (hardcopy) langsunl 
melakukan pemalsum dokumen reglsIrasI dan Z.DokufMn pendukungterjadinya atau rnelalule-mall 
verifIkasi penyedia baraagfJasa stau alah pelanggann (rojta>py) 
dlt2..pI<an dalam daftar hi"m oIeb PA{KPA 

2 Mempelajaripenpduan. dan melakukan Sura'tPengaduan 3 hari kerja
 
klariflkasl kepada p1bakte tkalt .... pengaduan
 hasil analisa dan
 
atau infonnasl. yang dlten","" lpakah akun
 kfar1llkasl 
leenvedla tersebutd.anar dinonaktifkan ltidak?
 

3
 -Iika tidak dapat dinonaktifkan lanJut ke nomor 4 "fA 
~d_<>- y~ 

-lihdapacdi ronaktilkanlan;utke nomorS 

4 Mengrimkan [awaban atas surat pengaduan bahwa 1 haM kerta Jawaban Surat 
Sltlesalpengaduari atau infonnasi yangdisampalkan tldak Pengaduan

huil anallsa dan klarlftka5i.benar/tidak dapat dijadlkan duar penonaktifaIJ 
akun 

Menerbitakan surat pemyaeaan telah b!tjadlnya 5 1 hart kerja Surat Pemyaan
 
pelanggaran terhsdap Persyarstan dan Ketentuan
 telah terJadinya
 
Penggunaan SPSE.melakukan pemalsuan
 pelanggaran

hasil analtsa dan klar1f1kas1dokumen registrasi dan veriflkasi penyedla C ::J 
barang,ljasa arau telah ditetapkan dalarn daftar 
hltam o)eh PAjKP A 

6 Mengirimkan suratusulan penonaktifan dengan Surat Pemyataan tetah terjadinya 1 hart kerja
 
melampirakan surat pemyataen dan buktl·bukti
 pelanggaran
 
pendukung teriadmya pelanggaren oleh penyedta
 L p 
barangfjasa kepada Helpdesk LKPP 

I 
7 Menerima surat usulan dan melakukan kLariftkasi 2 han kena hasil analisa dan
 

kepada LPSEyang mengusulkan. Apakah surat
 
Surat permohonan/usulan dan Pemyataan 

klariftkasi
 
usulanyangdisampaikan bener ?
 

rmah terjadinya pelanggaran dari LPSE"~r<> 
Sele. 

B Menonaktifkan akun penyedia barangJjasa 10 menit akun penyedta non
 
tersebur
 

~~ penonaktifan akun pada apllkasi 
I SP rnengacu pada panduan pengguna aktif
 

~ser gu.ide] aplikasi SPSE
 

9
 Memberitahukan penonaktifan kepada penyed.ia 1 han kena
 
barang/jasadan LPSE ternpat penyed.la
 
barangfjasa tersebut teroeftar
 9 

,j,10 berkas pengaduan dan proses penonaktifan 
( ~'eS3lMelakukan oenearsroen akun 10 Menit IArsipherbs 



31SOPPENOftAKTIFAN AKUN PPKDAN PANI11A PENGADAAN/POKlAr LP 

No Akdvitas lelaksana 

~ PAIKPA Admin AlreIKV 

1 M.ngirimlranberkas permobananpeno,n akun 
kEpadaAdminAgency 

.4. 
2 Menerirna_ permehonandanPA/KPA 

~ 

MulD Baku 
Pe~lan/Perl Waktu 

I. Sarat PennohonanPenooaktifan Akun NIA 

2.Sural Keputusan/SK dari PA/KPA tentang 
pemberh.nllan alau perubahan FPK danlat30 

PanitlaP.npI..../Pokj.lJLP 

Berkaspermohonan 
NIA 

OUlnUI 
1leIeno_ 

Berkas dapat 
disampaikan secan 
(hardcopy) ,_ 
at2ll melalul ...mail 
(softxopy) 

3 Melakukananalisa dan k1arifikasi kepadaPA/KPA 
apakah benar mengajukan permehonan 

Berkas pennohonan 3 hari kerj. 

, 

basil analisa dan 
klarifikasi 

4 

5 

Meno••ktjlJalnakun pada aplikasi SPSE 

M.ngrimkan pemberltabuankepedaPPK dan/atau 
Panitia Pengadoan/PokjaULP yaogdinonaktilkan 
serta tembusan kEpada Kepala LPSE 

- !T...cara penonaltifan akun pada",UIwi 
SPSE mengacu pad. panduan pengguna (user 
guide) aphkasiSPSE 

10menit 

1 han kerja 

akunlIOn aktff 

6 Mengarsipkanberkas denganmengacu pada SOP 
pengarsipan berlw 

herkas permohonan danproses non alctif 10 Menit arsip berkas 



c. SOP PELA....5ANAAN BIMTEK SPSE
 

SOP PELAKSANAAH rRAINING PENGGUNAAN LPSE 

No ........... 
I Menyusunrencana pelaksanaan tratnLna 

penggununSPSENci PengunaSPSE 

2 Melakukan perslapan pelaksanaan training 

_LPSE 

1 
Unit Pelabl...... ,...." TnlDet Pe~Pert.eapapan 

RA!acanapeI..ak:$anaan meUpud: 

.. Jadwal peIaksanaan tndmng 

b. Peaenn.n peserbl tra1n1ns 

Co Sanna dan prasanna trainingd __ 

e. Peaentuan tralner 
f.Anganl.n 

Persiapan yangdUakukkan ",e1lputl. ~ 

a. Mernastikan kehac:Uran pesena maksimal 7 
h.u1lr.erja sebehun peLak!3Jlaan training 
4enpn rnemlnta lembar konfirmasl 
kehadlran 

b. Nemastl.kan ketersedian sanna dan 
prasanlna pel8ka.sanaan training maksjrn.al7 
hart ker1a aebel.wn pelaksanaan tntnlng 
arltlilra lain tempat;. akses Internet, konsumsl 
dan lain-Jatn 

c. M.empersiapkan rnateri tnllntngmaksimal 
2 hart kerja sebelurn pelaksanaan training 

w_ 
N{A 

N{A 

Ou_ .........­

3 Meb.ksanaan tr:oliningpensgunaan 5PSE 

l d. tokmastlkan k~rsedlaantrainer­
maluimal 5 han kerja sebelurn pelaksanaall 
training 

Pelaksanaan training meliputf: N/A Kuesloner 15menltsetelah 

4 Menyusun lapcran pelaksanaan training sesuai 
dengan fann terl.ampir 

_1 
, ' 

, 

. 
~-~. 

a. Trainer rnembet1kan mat:eIi sesl.&al denpn 
YaIlIl telah dil:eblplc.an oleh LKPP 

b. Trainer menyed.J.akan waktu tanya Jawab 
minimal 150 menit wnuk setiOliP sest dall 
mencatat identitas peserta (n.ama peserta 
dan ilt;;d Instan,g/penISIlhaan).lika 
petanyOian tidak dapat d.Jjawab maka 
Dol1nerrnenampunejawa~n tersebut untuk 
dikonsulClslkan kepada pihak ya~ 

briompetendan akan d1Jawilb setelah 
keg1a.tan tTalrtlnrg selesat dengan memlntQ 
aJamat e-mail dan nomor hancehone pesert:a 

c. Trainer membet1kan kuesscner sebagal 
:bahan evaluasl pelaksan.aan tri!llning pada 
Ihari rn;akhir kegjaJ:an training 

1jam 

,--­

1-­

~-
Form Lapann 
Training 

Menyesualkan Jildwal 
tnllnlng pada maslng~ 

masfngLPSS 

15 menlt setelah sesl 
tl!l'"akhlr berakhlr 

1 Jamsetelah 
pelaksanaan tnltnlng 
berakhtr 



D. SOPPENANGANAN PERMASALAHAN PENGGUNA SPSE
 

111 SOP PENANGANAN PERMASAIAHAN PENGGUNA SPSE MELALUIE·MAIL 

Pelaksallll MutuBakuNo AktIvitas Kerel'aIlgaD
Peaeeuna SPSE Helndeok LPSE Pers-ratanJPeri n Wak!u OutDut 

1 Menglrimkan tiketpermasalahan melalui e-mail N/A...... 
untuk berkonsultasl atas pennasalahan terlca.ite-
Procurement I 

2 Menerimae-mail dart pengguna SPSE. mempelajari penentuan prlorttas masalah 5 Menlt hasil penemuan 5 Menlt adalah waktn 
dan menetukan prioTitas berdasarkan Daftar Prioritas: priorltas untuk. mennetukan 0
 

Penyelesaian Pennasalahan SPSE penanganan priarlUSpermasalahan 
pennasalahan 

3 Apakah Jnformasl pennasalahan yang dlterima N/A
 
belum lelas dan lengkap serta butuh data
 ~ 
tambahandari Pengguna 5PSE "rO


4 Apabila "Ya" helpdesk LPSE meml;:~...s e-;.:\iIJ1 dan infonnaslyangD. 5 menlt pemberltahuan
 
berisi pennintaan data tambahan yang dlpertukan
 dis mpalkan maslh kurang pennlntaan
 
dan mengkonfinnaslkannya kepada pengguna
 6 data tambahan
 
SPSE meIalui telepon
 kepada 

po"",",.. SPSE 
5 Menerima e-mail dan membalamya denpn bericahuan permintaan datape N/A 

menyertakan data tambahan yang dlmlnta tan bahan kepada pengguna SPSE
 
Helpdesk LPSE
 

• Menerlma balasan e-mail berisl data tambahan
 

y 
eritahuan pennintaan data Data tambahanN/AI bahan kepada pengguna SPSE dati pengguna 

SPSE 
dart pengguna SPSE 

7 Menganalisa dan meneari salust penyelesaian Pe jrnasalahan yang dtsampaikan hastl analisa
 
permasalahan dan berkoordinast dengan
 

1 han 
permasalahan~J3l1 memfliki cukup data danI 

fonnasi untuk dilakukan analisaplhak/unit laln di LPSE llka diperiukan I ,<I 
8 basil analisa pennasalahanApakah permasalahan dapatdiselesaikan oletl Solusil Lamanya penyelesaian 

Helpdesk LPSE 
N/A 

~ilk jawabanfhasil masalah rnengacu pada 
penyelesaian Tabel Prioritas 

Penvel.esaian Masalah 
9 

masalab 
masalahan dapat diselesaikanApabiJa dapat diselesaikan. he1pdesk LP5E Pe 10 men it pemberitahuan 10 Menit seeelah 

membaIas e-mail berisi pemberitahuan bahwa permasalahan permasalahan berhastl 50.'" 
diselesaikanpennasaIahaD telah diselesaikan se lsal kepada 

pengguna 

10 Mengeskalasikan pennasalahan kepada helpdesk M agacu pad. SOP EskaJasi 5 menit eskalasl Mengacu pada SOP 
LKPP dengan menelUSkan e-mail tenlebut dan masaJahan mebJui e-mailPe permasalahan Eskalasi PennasaJahan 
membalas e- mall kepada pengguna SPSE yang melalul e-mail 

Selesal 
memberitahukan bahwa pennasalahan sedang
 
ditangani helpdesk LKPP sertadimohon llnwk
 
menunggu balasan e-mail selanjutnya
 

I 



121 SOP PENANGANAN PERMASAIAIIAN PENGGUNA SPSE DI\.PSE 

No AklhitlS 
........naSPSE 

PeIaksaoa 

Fronl!Jfli~ Kelpdesk \.PSE 

MutuBaku 

Persyar&laD/Perlengkapan WakIn OIItput 
KeleraIIgm 

1 

2 

DatmgkeLfSE terkait melaporkefiulltoffia 
danmeogisi bukutamu 

_ fonnulirkDlI9IIt>Si kepada 

Jl"IlIlI!IlIl'l SPSE 

....., 

I 
I 

CJ folIlluilr konsultasi 

KIA 

Smenlt 

!sIandatl 
peq:gunaSPSE 
padabuku tamu 

Tugas FrontOffice 
dapatdilaksanakan 
oIob Help IlesI<, 
5eclD'ity. atIu 
Resepslools 

3 

4 

~ folIlluiir ko"",lt>Si danmemberikan 
1<ftmaIj fotmulir Iulnsultasi yang _ diisl 

denpn lengkap kepadafro" officz 
_ dan memeriksl fonoonr konsuitlsi 

dar! pergIIDa SPSE. Apakah fonnulir konsuitlsi 
b!1ah diisidengan lengkap 1 

IS= I 

--& " 

formullr koosuitasi 

!sian Formulir Ko_ 

Smenit 

Smenit 

IsianFonnulir 
Ko_ 

!sian Fomwlir 
KoIISII1tl'i sudah 
le¥aP 

5 Jika "Ya" FrontOffice merriJetikan 00Il1Ol' 

anlrian danmempersilahkao penguna SPSE 
untuk menunggu pangilanmenghadap 
heIpdesk dlruanglllnggu 

[ f----J 

!sIanFormullr Konsu1tasl adah Ief1lkap 5 menit Normrantrian 

6 lika"tidak" FrontOffice meminta _na 
SPSE untukmelengl<apiislan Formulir 
KoDSUltlsi 

-LJ !sian Formulir Ko""'itlsi belum ieIlgkap 5 menit meminlll 
meiengkapi 
fonnulir 1ul1lSuit<lsi 

7 IleIpdesIt menerima fonnulir konsultasl dar! 
frontoffice LPSE 8

lsian Fonmulir Konsuitlsi SlI!ah lerpap 5menit dJtilXlaklanjuti 
kepada heipdesk 

" 



-g
 

TId" r<>-" 

$<tie. J 

B Memanggil penauna SPSEsesuainomorantrian 

9 MelokullananaIJsl, pennualahan d<nps 
menaalt infonnasi sQlam-dalamay. dari 
penggunaSPSE.ApakahsoIsuJ. pennasaLman 
dapat dtteraukan 1 

10 ApablJa -y a· Mmlbertkan }aw3lban/solusl atas 
perrnasaIahan yang disampalkan dalam bentuk 
terbllis dalam FomuJlr Konsultasl 

Me..........1an _han kepado11 
HelpdeskLKPf melalule-ltlIllfITS. 

12 Memberikan sallnan Fonnulk Konsultasi. 
kepada pengguna SPSE dan ...nll""pkan 
lernbar FonnuUrKonsultasiastl dengan 
meneaeu DadaSOP nengandoan berkas 

lsian FonnulirKonlUltasi sudahlengkap dan 
NomorAntrhm 

Nf" /lkapenggwuoSPSE 
telabdipallllllli 
sebartyak 3 kaJl namun 
pengunaSPSE tidak 
~nmaka 
Helplnkokan 

~nomo' 
antrian 'berlkutnya. 
Penguna "ancdUewl 
akandiponatl kembaH 
padaIlU.... 
bertkutny. 

IsianFonnultr Kl'Jnl"ltasi sudahlengkap 30 menJt l.nfonnasi 
tambahan terkalt 
masalah 

ses:u.I denpn-(berdasarkanTabel 
PriorttasPenyelegian 
Pennualahan SPSEJ 

FormuUr kOhsu1tol dltandatanpni/diparaf 
oleb petugU Helpdftk yang "'_milan 
jawaban/solusl 

10 menlt ~wabanf",lusf 
atas pennasalahan 

oesual<!enpn 
kebutuhan 

Mengacu pada SOP Iskalasl Pennasalahan 
Melalui AplikaslTrS/e-MaU 

5 I'Denit Tiket/e-nlail 
permualahln 
pengguna SPSE 
yqdieskalaslkan 

formulirkonsultasl yane oelah diisi. oleh 
helpdesk 

10Menit Arsip FormuUr 
KoMUltasl 



( 

E. SOPPENDAMPINGAN UPLOAD DI BIDING ROOM 

lid 

I 

2 

Akll.i1.. 

IIetI<IatanlP lolcasi biddlqj room P"l! 
dioediakan olob LPSE 

Mebporkefr<JntQAb danmeocts!buku tmIli 

Pelllll!UDlI SPSE 

..... 

0 

.......... 
fhHItlllli<ll HelDdesk LPSE Perl 

MUIlIBaka 
Walda 

.. 
SmeDit 

ou_ 

lsiandampe... 
SPSE pada buku 
tamu 

---­
3 Meuauyalmn kepada Penyedia apakah sudah 

mengikuti pelatl"maplikaslSP5E 1 -~. 
HeIpdosk hanyo memberikan arahan daIam 
_upload kepada penyedia y;ngtelah 
mendapalkan pelatibaD apIlkasl SPSE 

5meDit 

4 MeJlY3l<lnkan kepadaPenyedia IllIIlIk 
mengikutl pelatimDpeD_D SPSE terlebih 
dahulu 

I ...... ). 

5meolt 

5 

6 

MemberlkaD DOl1Iorantrian untuk mendapat 
pendampiDgaD darlhelpdesk 

MemaDBlJlI Penyedla untuk mendapat 
pendamplopo S<!SU~ ncmorantrIan 

[ 
........, 
---' I 

¢ TeiabmemllJki DOmor antrian dan 
rnembutuhkan pendal1JJJi"llan 

Smenit 

5meDit 

Nomorantriall 

pendampiDgan oJeIl 
helpdesk LP5E 

7 

8 

Menapyakan kepada ponyedia.pakab teIah 
..englsi dam lruaIiflkasi danupload dokumen 
pendukungnya 

Memberlkan periel.... daIam mengisi data 
kualifikasl danupload dokumeD peodukungnya 

, 

Tid~/t~ 

i 

-'­ j 

-­
, 

5menit 

IOmeDit 

6 r­ -
I 

'<, j 



9 Meogjsi data_ dan_pIoad 

.. 6-
15menit 

Iio_pendu~deapndldampingl 
olebIIeIpdeskL1'SIl. AP*abpeIl8lsIao _ dan 
upIoaddo__7 

. 
10 M........,tpa , 'wi untrdtdbelesalkan tSmenit

deopn __ plhatJuDItlolodl V- 0·,' 

LPSB IBra dlpeltullaD. Apakah pet" as'aban 
liapu_kanl 

11 M.......a!asIIca'pa1I 'ab1nkepada Pennasalahan YaDg_'Wkan Smenlt - Menp:u podaSOP 
Helpde.kLKPP ........"-/ITs. Proses dIkonfinnasikan melalul telepookepada pennasaIahan eskaIasi melalui email 
pendamptopu _. peoyodIa abn segera ...... helpdeskLKPP ~ eskalasi melaIul 
dlbubungijika penoasaIahao yanSdleslr.aiasikan TIS 
telah dlselesalkao 

12 Memb<rikao J>&1lelasan dan petunjuk daIam 15 menit 
meugeoIa1psI me dokwoenpeoaw..... '--- -T-
mengunakao aplikasleo1alpsi yaDg disediakan 
SPSE I 

13 MeIaI<ukan enIa1psI IDedokwoen peoaw..... J-<>r- 15menlt 

!dan upload - peoawaran~
oleh heIpdesI: LPSE. Apabb.."... eoIo1 
danoploaddolumeo peoaw..... befbasil1 

14 Prosespeodam~ uploaddokumeo seI_ 5menit 
Penyediadapat IIlOIliJIB8aIkabidding ",om 

I
denpJI terlehlh dolumeIapor _ kefron' ....... ) 

OffiCI! 

-.' 

~,) 

GUBERNUR LAMPUNG,
·1 

\~,' ttd 

, 

-f 

M. RIDHO FICARDO 

SalinanSej;uai Aslinya 
KEPALA BI~OJ;lUKUM, 

-.) 

ZULFIKAR\'sH.. MH. 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19680428 199203 1 003 




